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ASRIANI (B111 13 036), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kehutanan (Analisis Kasus 27/Pid.B/2013/PN.Watampone) dibawah 
bimbingan H.M. Said Karim, selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati., 
selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mngetahui penerapan 
hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Kehutanan Analisis Kasus 
Putusan Nomor 27/pid.B/2013/PN.WTP serta untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana Kehutanan 
Analisis Kasus Putusan Nomor 27/PID.B/2013/PN.WTP 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 
dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini 
yaitu Pengadilan Negeri Watampone.Hasil penelitian diperoleh melalui 
penelitian lapangan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data 
yaitu data primer dan data skunder.Termasuk data yang diambil secara 
langsung dari Pengadilan Negeri Watampone, selain itu wawancara 
langsung dengan hakim yang memutus perkara tersebut.Disamping itu 
penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mencari dan 
mengkaji referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber-sumber 
yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan 
menggunakan tekhnik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan pertama, Penerapan 
hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Kehutanan Analisis 
Kasus Nomor putusan 27/PID.B/2013/PN.WTP yang dilakukan oleh 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh 
penuntut umum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk.PDM-
07/W.PONE/Euh.2/01/2013 yaitu Menebang pohon dan Memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memliki hak atau izin dari 
pejabat yang berwenang. Kesimpulan kedua : Pertimbangan Hukum 
hakim dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan Analisis Kasus 
27/PID.B/2013/PN.WTP bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan bukti 
kepemilikan hak atau surat izin dari petugas yang berwenang dan dengan 
sengaja menebang pohon diwilayah kawasan Hutan Produksi Ongko 
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A. Latar Belakang 
Hutan sebagai salah satu bagian dari Lingkungan 
Hidupmerupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat 
manusia.1Hutan juga merupakan aset bangsa yang bisa untuk 
diperbaharui dan mempunyai banyak manfaaat untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga sebagai satu 
kesatuan ekosistem dalam persekutuan alam dan lingkungannya 
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Perhatian dunia terhadap hutan-hutan di berbagai negara, 
termasuk di Indonesia sedemikian besar. Kelestarian hutan sebagai 
paru-paru dunia dapat mencegah terjadinya pemanasan global 
(global warming) yang dapat merugikan seluruh penduduk dunia.Di 
Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikan 
rupa.Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan 
dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan. 
Indonesia merupakan Negara yang memiliki hutan yang cukup 
luas.Hampir 90 persen hutan di dunia (10 persen di dunia telah 
                                                          
1 Dr.H.Suriansyah Murhaini,SH,.MH,.2012.Hukum Kehutanan.Laksbang Grafika. 
Yogyakarta.Hal.9 
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musnah), dimiliki secara kolektif untuk Indonesia dan 44 negara 
lain, bahkan Indonesia di sebut sebagai paru-paru dunia.Indonesia 
memliki hutan-hutan tropis terluas ke-3 di dunia sesudah brazilia 
dan Kongo. Sebagai Negara kepulauan dan memiliki hutan yang 
amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak 
perubahan iklim akan menjauhkan kemampuan Indonesia dalam 
memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 
36,5 juta kawasan hutan konvensasi dan hutan lindung. Nilai 
ekonomi hutan lindung Indonesia untuk penyerapan karbon 
mencapai 105-113,7 dollar Amerika atau setara dengan Rp.945-
1.024 Triliyun. Sedangkan kawasan hutan produksi seluas 38,7 juta 
hektar dan untuk penyerapan karbon memiliki nilai ekonomi 
mencapai 111,46-120,74 miliar dollar Amerika atau setara 
Rp.1.003-1.086 triliyun. Dengan demikian, total mencapai 
216,234,4 miliar dollar Amerika atau setara Rp.1.947-2.110 
triliyun.2 
Dari hutan kita bisa mengambil kayu, hutan sebagai penyangga 
cadangan air terbesar , penghasil oksigen, tempat hidup berjuta 
flora dan fauna, peran penyeimbang lingkungan dan banyak 
manfaat lainnya yang dapat di ambil dari hutan. Oleh karena itu 
tidak mengherankan apabila upaya pelestarian dan perlindungan 
hutan merupakan hal yang perlu demi menjaga keselarasan, 
                                                          
2 Dr.Wartiningsih, SH,.M.Hum.,2014.Pidana Kuhutanan,Setara press,Malang Jatim.Hal 3 
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keseimbangan serta keharomonisan alam serta dengan 
memperhatikan kehidupan berkelanjutan pada masa yang akan 
datang. Instuisi yang membidangi sektor kehutanan dalam 
melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan harus dapat 
menjaga keseimbangan yang melekat pada tiga fungsi pokok hutan 
tersebut di atas.3 
Dengan banyaknya manfaat tersebut, maka hutan pun menjadi 
idola bagi pemanfaatan sumber daya alam.Oleh karena itu 
pemanfaatan hutan harus dilakukan secara legal. Dengan 
pengelolaan legal, hutan akan dapat membentuk tatanan yang 
bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat bermanfaat dalam 
penyerapan tenaga kerja, bermanfaat bagi semua individu serta 
mencegah timbulnya kekhawatiran atas adanya kerusakan 
hutan.yang menjadi masalah saat ini adalah pengelolaan hutan 
yang dilakukan secara illegal telah menimbulkan dampak buruk 
bagi semua pihak baik dari segi ekonomi, kesehatan, social budaya 
dan bagi sisi-sisi lainnya. 
Data State Of the World’s Forests 2007 yang di keluarkan oleh 
The UN Food & Agriculture Organization (FAO), angka deforentasi 
hutan di Indonesia pada periode 2000-2005 adalah 1,8 juta 
hektar/tahun. Laju deforentasi hutan di Indonesia ini membuat 
Guiness Book of The Record memberikan “gelar kehormatan’ bagi 
                                                          
3 Op.cit.,Dr.H.Suriansyah Murhaini SH.,MH.,Hal.10 
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Indonesia sebagai Negara dengan daya rusak hutan tercepat di 
dunia. Dari total luas hutan di Indonesia mencapai 180 juta hektar, 
sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah di 
jarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 
juta hektar hutan di Indonesia telah musnah.Selain itu, 25 persen 
lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami 
deforentasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area (hak 
penguasaan hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 
23 persen atau setara dengan 43 juta hektar sja yang masih 
terbebas dari deforentasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga 
dan berupa hutan primer.4 
Data di atas menunjukkan bahwa salah satu permasalahan 
yang sangat kruisal di bidang lingkungan hidup,khususnya 
kehutanan adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya 
terhadap kerugian kekayaan Negara.Oleh karena itu di perlukan 
seperangkat hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan 
hutan, serta di perlukan peran Negara dalam mengelola hutan agar 
tetap lestari. Dengan adanya hukum yang mengatur dan 
melindungi hutan maka,diharapkan dapat meminimalisir terjadinya 
kerusakan hutan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan hidup 
yang selaras. Landasan hukum yang di bentuk akan sangat baik 
dengan di tunjangnya aspek pidana yang dapat membatasi dan 
                                                          
4Kerusakan Hutan(Deporentasi) di Indonesia. 
Http//alamendah.wordpress.com/2010/03/09kerusakan-hutan-deforentasi-diIndonesia. 
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mengatur penjatuhan sanksi bagi siapa saja yang dapat melakukan 
perusakan dan pencemaran hutan.5 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (selanjutnya di singkat UUK) mengamanahkan 
dalam konsideran butir a”hutan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha 
Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan 
kekayaan yang di kuasai oleh Negara, memberikan manfaat serta 
guna bagi umat manusia, karena wajib di syukuri, di urus dan di 
manfaatkan secara optimal, serta di jaga keletariannya untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang 
maupun mendatang”.6 
Tindak pidana kehutanan saat ini telah menimbulkan masalah 
multidimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, 
budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis 
dari dari fungsi hutan yang pada hakekatnya mengandung tiga 
fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan 
(ekologi) serta fungsi sosial . Maka kita akan selalu dihadapkan 
pada realita yang ada. Yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan 
oleh orangperorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam 
suatu komunitas masyarakat, dari masyarakat kalangan bawah 
                                                          
5 Op.cit Dr.Suriansyah Murhaini Hal.11 
6 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 
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hingga kalangan atas bahkan sampai melibatkan oknum pejabat, 
baik yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. 
Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik 
mengangkatnya dalam suatu penelitian guna penyusunan proposal 
yang diberi judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kehutanan(Analisis Kasus 27/PID.B/2013/PN.WTP)  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap 
pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan 
No.27/PID.B/2013/PN WTP? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku 
dalam putusan No.27/PID.B/2013/PN.WTP? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap pelaku 
tindak pidana kehutanan dalam putusan 
No.27/PID.B/2013/PN.WTP. 





D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya 
penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat 
penegak hukum dalam mengurangi terjadinya tindak pidana 
kehutanan di Kabupaten Bone. 
2. Memberikan informasi dan memperluas wawasan ilmu 
pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum pidana.  
3. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang berkaitan 
dengan data yang telah dikumpulkan khususnya mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
4. Sebagai pertimbangan ilmiah bagi penelitian lain dengan topik 
yang sama di masa yang akan datang.  
5. Dapat berguna sebagai bahan bacaan dan sumber informasi 
mengenai kejahatan dalam bidang kehutanan.  
6. Bagi pihak peneliti, tentunya bermanfaat untuk memperoleh 
pengalaman yang berharga dalam melakukan penelitian yang 







A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan 
adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), 
pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 
sebagainya).Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata 
Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat 
disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, 
memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat 
dari segi hukum.7 
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi 
hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum 
menurut ketentuan pidana materil. Khusus dalam tulisan ini 
pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas 
mengenai tindak pidana apa yang terjadi, siapa pelakunya, 
terpenuhinya unsur-unsur delik, pertangggungjawaban pidana serta 




                                                          
7 Departemen Pendidikan nasional 2012, Kasus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Edisi Keempat) PT, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Hal 1470 
8M.Marwan dan Jimmy P 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya. Hal 651 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana atau delik dalam bahasa belanda disebut 
stafbaarfeit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Dari 
istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: Straf diartikan 
sebagai pidana dan hokum, Baar diartikan sebagai dapat dan 
boleh, dan Feith diartikan sebagai tindak peristiwa,pelanggaran 
dan perbuatan.9 
Terjadi perbedaan pendapat maupun pengunaan istilah di 
antara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah 
untuk menunjuk kepada tindak pidana.Salah satu pakar yaitu 
Moeljatno, memakai istilah ‘perbuatan pidana”, dan bukan istilah 
tindak pidana.Perbuatan pidana menurutnya merupakan 
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan 
diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.10 
Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, 
karena istilah peristiwa itu meiputi perbuatan (handelen atau 
doen, positif atau melalaikan (vezium atau nalaten atau niat 
doen, negative) maupun akibatnya.Demikian juga pengunaan 
                                                          
9 Amir Ilyas,2012. Asas-Asas Hukum Pidana,Rangkang Education & PUKAP Indonesia, 
Yogyakarta.Hal 19 
10Moeljatno 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 1 
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istilah yang di berikan oleh oleh Satochid Kartanegara yang 
menggunakan istilah “tindak pidana”.11 
Diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, 
pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengetian yang sama, 
yakni berangkat ari Strafbaar yang berasal dari bahasa Belanda 
yang apabila di terjemahkan secara harfiah berarti peristiwa 
pidana.12 
Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van 
Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang 
diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan 
dengan hukum (onrechmatiq), Strafwaardig (patut atau bernilai 
untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan.Sementara 
Vos mendefinisikan bahwa Stafbaar feit merupakan kelakuan 
atau tingkah laku manusia oleh peraturan perundang-undangan 
diberikan pidana.13 
Menurut Simons, Strafbaar feit merupakan suatu heandeling 
(tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
                                                          
11E.Y. Kanter dan S.R Sianturi.2002.Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. Hal 207 
12 Ibid 
13 Ibid,.Hal 205 
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Kesalahan yang di maksud Simons adalah kesalahan dalam arti 
luas yang meliputi kesengajaan (dolus)n dan alpa (culpa lata).14 
Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat 
teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.Definisi teoritis 
ialah pelanggaran norm (kaidah; tata hukum), yang diadakan 
karena kesalahan pelanggaran, dan yang harus diberikan 
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi 
menyelamatkan kesejahteraan umum.Demikianlah beberapa 
rumusan-rumusan tentang tindak pidana (strafbear Feit) yang 
diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana.15 
Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” 
yang berasal dari bahasa latin yakni delictum, sedangkan 
pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran 
terhadap undang-undang tindak pidana.16 
Batasan terhadap delik pada umumnya dapat di simpulkan 
sebagai berikut: 
“suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil 
disyratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang 
                                                          
14 Ibid 
15 A. Zainal Abidin Farid,2007 Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 224-225 
16 W.J.S. Poerwador Minta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 
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kasual dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan 
materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”. 
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 
pengertian delik itu sendiri tidak dapat di temukan.Tiap–tiap 
pasal KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang 
berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang di aturnya. 
Syarat-syarat tindak pidana menurut simons:17 
a) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik 
perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. 
b) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, dan akan 
diancam hukuman dan ancaman hukumnya baik tertulis 
(undang-undang) maupun tidak tertulis. 
c) Perbuatan itu harus dapat di pertanggung jawabkan dan 
perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahawa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif 
yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-
undang yang harus di pertanggungjawabkan oleh pelakunya. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang 
mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada 
                                                          
17C.S.T Kansil dan Cristine S.T 1995. Latihan Ujian Hukum Pidana. Sinar Grafika, 
Jakarta. Hal 107 
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umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua 
macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.Yang dimaksud 
unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri 
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di 
dalam hatinya.Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu 
adalah unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaaankeadaan, yaitu keadaan-
keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.18 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefenisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari 
pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka 
unsur tindak pidana adalah: 19 
a. Perbuatan (manusia); 
b.  Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).  
Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan 
                                                          
18 P.A.F Lamintang 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan III,Cintra 
Aditya Bakti, Bandung. Hal 123 
19Moeljatno, 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 50 
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hukuman”.Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik 
unsur-unsur tindak pidana adalah:20 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Dalam peraturan undang-undang; 
Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang 
dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu 
bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang 
dilarang, dimuat dalam undangundang dan diancam dipidana 
bagi yang melakukannya.Dari unsur-unsur yang ada jelas 
terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si 
pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai 
perbuatannya. 
Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa 
unsurunsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur 
objektif dengan uraian sebagai berikut :21 
a. Unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa 
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
min is guilty or actus non facit reum nisi mensi si rea). 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
                                                          
20 Adami Chazawi,2008. Pelajaran Hukum Pidana,PT.Raja Grafindo Persada, 
Jakarta.Hal 72 
21Laden Marpaung, 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Hal 9 
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dimaksud disini adalah kesalahan dan diakibatkan oleh 
kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
b. Unsur objektif  
Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas: 
1) Perbuatan manusia berupa: 
a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
b) omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan.  
2) Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut 
membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-
kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya 
nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan 
sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, 
keadaan ini dibedakan antara lain: 
a.) keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b.) keadaan setelah perbuatan dilakukan 
c.) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan 
hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan 
hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.Semua 
16 
unsur delik di atas merupakan satu kesatuan.Salah satu unsur 
saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa 
dibebasakan dari pengadilan. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian 
tertentu, yaitu sebagai berikut :22 
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan 
(misdriven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran 
(overtredingen) dimuat dalam buku III; 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil (formeel delicten) dan tidak pidana materil 
(materil delicten); 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak 
dengan sengaja/kelalaian (culpose delicten); 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta commisionis) dan tindak pidana pasif/negatif, 
disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis); 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (aflopende 
                                                          
22 Adami Chazawi, 2001. Stlees Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas-Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo.Persada. Jakarta. Hal 121 
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delicten) dan tindak pidana dalam waktu lama atau 
berlangsung terus/berlanjut voortduren delicten); 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus; 
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (communia delicten, yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria 
(propria delicate, yang hanya dapat dilakukan orang yang 
memiliki kualitas pribadi tertentu) 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa 
(gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten) 
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dapat dibedakan antara tindak pidana yang 
dipeberat {gequalifceerde delicte) dan tindak pidana yang 
diperingan (gepriviligeerde delicten): 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari 
kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana 
terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak 
pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; 
18 
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal 
{enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai 
(samengestelde delicten); 
l. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis 
tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik 
tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah 
perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak 
dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. 
4. Teori Pemidanaan 
Tujuan pemidanaan adalah pembalasan pada umunya yang 
dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan 
menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang 
dilakukan, namun demikian harus juga di utamkan tuntunan 
masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur 
sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh 
karena itu, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi 
untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori 
pemidanaan.23 
                                                          
23 Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Hal 47 
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Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok 
pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu 
pemidanaan yaitu:24 
a) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri. 
b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan 
kejahatan-kejahatan dan, 
c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu 
melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan 
cara-cara yang lain sudah tidak dapat lagi diperbaiki lagi. 
Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang 
membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi), 
diantaranya adalah:25 
a) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings 
theorien) 
b) Teori Relatif atau tujuan (deoltheorien) 
c) Teori gabungan (verenigingstheorien) 
Teori Absolut atau teori pembalasan pertama kali muncul 
pada akhir abad ke-18, dianut oleh Immanuel Kant, Hegen, 
Herbart, Stahl, Leo Polak, dan beberapa sarjana yang 
mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu 
                                                          
24P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010.Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua 
.CV.Amirco, Bandung. Hal 11 
25 Andi Hamzah, 2004. Asas-Asas Hukum PIdana PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 31 
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juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada 
ajaran Al-Qur’an. Teori pembalasan mengatakan bahwa 
pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki 
penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-
unsur untuk di jatuhkannya pidana itu.Setiap kejahatan 
harus berakibat di jatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh 
karena itu, maka teori ini disebut teori absolut ,pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang 
perlu di jatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu 
tindak pidana ialah pembalasan.26 
Vos menunujukkan bahwa teori pembalasan atau absolut 
ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan 
objektif. Pemabalasan subjektif adalah pembalasan terhadap 
kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah 
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku 
dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. 
Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan Objektif, 
yaitu dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat 
yang lebih serius darai yang lain dan akan dipidana lebih 
berat. Selanjutnya Kant menunjukkan bahwa pidana 
merupakan suatau tuntunana etika.Setiap kejahatan harus 
disusul dengan pidana.Jadi, menurut Vos pendapat Kant 
                                                          
26Op cit. E.Y Kanter dan S.R Sianturi. Hal 259 
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hanya mengenai pembalasan subjektif .Pidana adalah 
tuntutan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel memandang 
perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam 
suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada 
pembalasan Objektif.27 
Teori tujuan atau teori relatif adalah berdasarkan 
pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu 
diperhatikan.Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam 
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu 
tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini 
berbeda-beda yaitu,: menakutkan, memperbaiki, lalu 
membinasakan.28 
Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus.Prevensi 
umum mengkhendaki agar orang-orang pada umunya tidak 
melakukan delik.29 
Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yaitu 
bahwa semua pemidnaan harus ditujukan untuk menakut-
nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan 
lagi. Ini nampak pada sifat-sifat biadab pada cara melakukan 
pemidanaan, misalnya dengan dicambuk, disiksa dimuka 
                                                          
27 Ibid Hal.31 
28Op cit. Djoko Prakoso. Hal 47 
29Op cit. A.hamzah. Hal 34 
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umum supaya orang takut melakukan kejahatan, di lkaukan 
di Jerman pada permulaan Abad ke-19. Sementara 
pencegahan secara khusus adalah dengan cara menakut-
nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga 
biasa merupakan perbaiki, semuanya ini adalah khusus 
pada si pembuatnya.30 
Teori yang merupakan kombinasi atau gabungan dari 
teori pembalasan dan teori tujuan dinamakan teori 
gabungan.Menurut teori gabungan ini, pertimbangan tentang 
pemidanaan di samping sebagai pembalasan juga dilihat 
kegunaannya bagi masyarakat.Misalnya, ada orang tersbut 
seharusnya dipidana mati itu dibatalkan.31 
Teori gabungan yang pertama, menurut Pompe bahwa 
teori gabungan harus menitikberatkan unsur 
pembalasannya.Pompe mengatakan:32 
“Orang tidak boleh menutup mata pada 
pembalasan.Memang, pidana dapat dibedakan dengan 
sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya.Tetap tidak 
dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi 
dan dengan demikian terikat dengan tujuan-tujuan sanksi-
                                                          
30 Op.cit. Djoko Prakoso. Hal 47-48 
31 Ibid. Hal 48 
32 Op.cit A.Hamzah. Hal 36 
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sanksi itu.Dan karena itu hanya akan diterapkan jika 
menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna 
bagi kepentingan umum”. 
Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan 
mengatakan:33 
“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat.Tindakan bermaksud mengamankan dan 
memelihara tujuan.Jadi, pidana dan tindakan, keduanay 
bertujuan mempersipakan untuk mengembalikkan terpidana 
ke dalam kehidupan masyarakat”. 
Grotius mengembangkan teori gabungan yang 
menitikberatkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam 
pemabalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar 
tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai 
dengan beratnya perbuatan yang dilakuakan terpidana dapat 
di ukur, ditentukan hal-hal  yang berguna bagi masyarakat.34 
Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih 
berta daripada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak 
boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat 
pembalasan karena hanya di jatuhkan terhadap delik-delik, 
                                                          
33 Ibid. Hal 36 
34 Ibid. 
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yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, 
pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan 
tujuan.Tujuan pidana adalah melindungi kesejahrteraan 
masyarakat.35 
Penulis berkesimpulan bahwa teori gabungan ini 
memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata 
tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajakan 
bahwa penjtuhan hukuman  adalah untuk mempertahankan 
tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki 
pribadi si penjahat. 
C. Tindak Pidana Kehutanan 
1. Pengertian Hutan 
Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) 
dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang 
bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di 
luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu 
Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang 
tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas 
dan burung-burung hutan.36 
Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah 
Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup 
                                                          
35 Ibid. Hal 37 
36 Salim H.S, 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi, Sinar Grafika. 
Jakarta.Hal 38 
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luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan 
sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi 
dipengaruhi oleh tumbuhantumbuhan/ pepohonan baru 
asalkann tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat 
(horizontal dan vertikal).37 
Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, 
yaitu: 
a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal seperempat 
hectare) 
b. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem) flora dan fauna. 
c. Unsur Penetapan pemerintah. 
Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan 
hidup yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang 
lainnya.Pengetian hutan di sini menganut konsepsi hukum 
secara vertical karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, 
dan fauna beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan 
yang utuh.38 
Di dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di tentukan bahwa 
perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk: 
                                                          
37 Ngandung I.B,1975. Ketentuan Umum Pengantar hutan dan Kehutanan Indonesia. 
Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.Hal 3 
38 Op.cit. Salim H.S. Hal 41 
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a. Mencegah  dan membatasi kerusakan hutan, kawasan 
hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan 
manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta 
penyakit dan, 
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, 
dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, 
investasi serta perangkat yang berhubungan dengan 
pengelolaan hutan. 
Di dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 41 Tahun 1999  tentang kehutanan di tentukan, bahwa: 
“ Tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya 
agar fungsi lindung, fungsi koservasi, dan fungsi produksi 
tercapai”. 
 Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum 
yang berumur 137 tahun, yaitu sejak di ungkapnya Reglemen 
Hutan 1865.  Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu 
bidang hukum Bozwezen Recht (belanda) atau Forrest Law 
(Inggris) black mengantakan bahwa:39 
“ The system of body old law relating to the royal forrest “ 
Artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang 
berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. 
                                                          
39 Ibid. Hal 45 
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 Idris Sarong Al-Mar menyatakan bahwa yang di maksud 
dengan hukum kehutanan adalah:40 
“serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan pertauran-
peraturan tertulis yang hidup dan di petahankan dalam hal-hal 
dan kehutanan. 
Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum 
yang dibuat oleh lembaga berwenang  untuk mengatur hal-hal 
yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan 
tidak tertulis atau di sebut juga hukum adat mengenai hutan 
adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis.Timbul, tumbuh, 
dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi hal-hal yang 
di atur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah: 
a) Hak membuka tanah di hutan. 
b) Hak untuk menbang kayu. 
c) Hak untuk memungut hasil hutan. 
d) Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya. 
Di berbagai daerah, hak-hak tersebut di atur oleh desa dan 
dahului, hak-hak adat itu di kuasai oleh negara.Pengunaan hak-
hak itu diatur bangsa dan negara.Apabila negara mengkhendaki 
penguasaanya, hak-hak rakyat atas huan tersebut harus 
mengalah demi kepentingan yang lebih besar.Penguasaan 
                                                          
40Idris Saring Al-Mar 1993. Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa 
Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan. Hal 8 
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negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan 
peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.41 
2. Jenis-Jenis Hutan 
Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia 
maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam 
berbagai macam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan 
bagian penting suatu proses berpikir. 
Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: 
a. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu: 
1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah 
yang tidak di bebani hak atas tanah. 
2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada taanh yang 
dibebani hak atas tanah. 
3) Hutan adat dalah hutan negara yang berada dalam 
wilayah masyrakat hukum adat. 
b. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu: 
1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri 
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok 
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 
ekosistemnya. 
                                                          
41 Op cit. Salim H.S,. Hal 8 
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2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dam 
memelihara kesuburan tanah. 
3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai 
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.42 
3. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan 
Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana 
khusus yang diatur dengan ketentuan pidana.Ada dua kriteria 
yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu 
pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan 
kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten).Hukum 
pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah 
subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana 
militer yang hanya untuk golongan militer.Dan kedua hukum 
pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah 
perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu 
seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik 
fiskal.Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus 
yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, 
                                                          
42 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 3 
30 
yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan 
hasil hutan kayu. 
Definisi Tindak pidana bidang kehutanan adalah Suatu 
peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan 
melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi 
pidana dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi 
barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. 
Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, 
penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah 
menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial 
budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan 
global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan 
internasional. 
4. Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-
Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Repbulik 
Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di 
rumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana di atur dalam 
pasal 78. Dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena 
adanaya kerusakan hutan. 
Pasal 50 
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(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana 
perlindungan hutan 
(2) Setiap orang yang di berikan izin usaha pemanfaatan 
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 
izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang 
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 
(3) Setiap orang dilarang. 
a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau 
menduduki kawasan hutan secara tidak sah; 
b. Merambah kawasan hutan; 
c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
dengan radius atau jarak sampai dengan: .500 (lima 
ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2.200 (dua 
ratus0 meter dari tepi mata air dan kiri kanan tepi sungai; 
4.50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
5.2 (dua) kali kedalam jurang dari tepi jurang; 6.130 
(seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan 
pasang terendah dari tepi pantai. 
d. Membakar hutan 
e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil 
hutan di dlaam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 
dari pejabat yabg berwenang; 
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f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan 
yang di ketahui atau patut di duga berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah; 
g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi 
atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, 
tanpa izin menteri; 
h. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang 
tidak di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan 
i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang 
tidak di tunjuk secara khusus utnuk maksud tersebut oleh 
pejabat yang berwenang. 
j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang 
lazim atau patut di duga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa 
izin pejabatyang berwenang 
k. Membawa alat-alat yang lazim di gunakan untuk 
menebang, memotong, atau memebelah pohon di dalam 
kawasan hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 
pejabat yang berwenang. 
l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan 
kebakaran dan kerusakan serta membahyakan 
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keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam 
kawasan hutan; dan 
m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-
tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi undang-
undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yng berwenang. 
(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau 
mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang di lindungi, 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pasal 78 
(1) Barang siapa dengan sengaja menlangar ketentuan 
sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayai (1)  atau 
Pasal ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, 
huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  
(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Ayat (3( huruf d, 
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diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf  
d,diancam dengan pidana penjara paling alam 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimaa dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e 
atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dam denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaiamna di maksud dalam pasal 38 ayat (4) atau 
Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paing 
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaiamana di maksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf 
h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
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(8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaiamana 
di maksud dalam pasal 50 ayat (3)  huruf  I, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan 
denda paling banyak Rp.10.000.000.,00 (sepuluh juta 
rupiah). 
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima ) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah). 
(10) Barang  siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaiaman di mksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
(11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
(12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketrentuan 
sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf m, 
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
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tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 
(13) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat 
(1),ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6),ayat (7),ayat (9), 
ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak 
pidana sebagaimana di maksud pada ayat (8) dan ayat 
(12) dalah pelanggaran. 
(14) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 
50 ayat (1), ayat (2), dana ayat (3) apabila di lkukan oleh 
dan atau atas nama badan hukum dan badan usaha, 
tuntutan dan sanksi pidanannyadi jatuhkan terhadap 
pengurusannya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama, di kenakan pidana sesuai dengan ancaman 
pidana masing-masing ditambha dengan 1/3 (sepertiga) 
dari pidana yang di jatuhkan. 
(15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan 
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya 
yang di pergunakanuntuk melakukan kejahatan dan atau 
pelanggaran sebagaimana di maksud dalam pasal ini di 
rampas untuk Negara. 
Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan 
dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap 
kehutanan yaitu sebagai berikut. 
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a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau 
badan usaha. 
b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja 
maupun karena kealpaannya. 
c. Menimbulkan kerusakan hutan,dengan cara-cara yakni: 
1. Merusak prasaran dan saran perlindungan hutan 
2. Kegiatan yang keluar dari kehutanna perizinan 
sehingga merusak hutan. 
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai 
yang di tentukan undang-undang. 
4. Menebang pohon tanpa izin. 
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar 
,menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil 
hutan ilegal. 
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH). 
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain 
pengelolaan hasil hutan tanpa izin. 
Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan 
dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula 
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pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif 
berdasarkan pasal 80; 
Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi 
ini termasuk kategori berat, sebab tehadap pelaku di 
kenakan pidana pokok berupa. 
a) Pidana penjara 
b) Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua 
hasil hutan dan alat-alat ternasuk alat angkutnya. 
Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang “konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”ini, mengatur 
dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan 
pelanggaran,sedangakan sanksi pidana ada tiga macam 
yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. 
Sanksi pidana terhadap kejahatan di atur dalam. 
  Pasal 40 ayat (1) 
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
19 Ayat (1) dan pasal 33 Ayat ((1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 
(2) Barang siapa yang sengaja melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 
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21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
Sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam 
Pasal 40 ayat (3) 
(3) Barang siapa karena kelalaianyya melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 
Pasal 40 ayat (4) 
(4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan 
pelanggaran terhadapa ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta 
pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah(. 
Sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya di atur dalam 
Pasal 19 
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(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dpapt 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan 
suaka alam 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan 
satwa didalam suaka margasatwa. 
(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan 
suaka alam,serta menambah jenis tumbuhan dan satwa 
lain yang tidak asli. 
Pasal 21 
(1) Setiap orang dilarang untuk 
a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, 
memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan tumbuhan yang di lindungi atau 
bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. 
b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-
bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu 
tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di 
luar indonesia. 
(2) Setiap orang dilarang untuk: 
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a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, 
memiliki, memelihara, mengangkut, dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 
keadaan hidup: 
b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan 
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 
keadaan mati 
c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu 
tempat di indonesia ke tempat lain didalam atau diluar 
Indonesia. 
d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, 
tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi 
atau barang-barang yang di buat dari bagian-bagian 
lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang 
dibuat dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain 
didalam atau di luar Indonesia 
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, 
memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan 
atau sarang satwa yang di lindungi, 
Pasal 33 
(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dpat 
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona 
inti taman nasional. 
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(2) Perubahahn terhadap keutuhan zona inti taman 
nasional sebagaimana di mkasud dalam ayat (1) 
meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas 
zona inti taman nasional, serta menambah jenis 
tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 
(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona 
lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan 
taman wisata alam. 
 
Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-
undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-
pasalnya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan 
pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis 
tumbuhan tertentu, sehingga untuk di terapkan terhadap 
kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap 
yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut 
terpenuhi. 
5. Dampak Kerusakan Hutan 
Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah illegal 
logging.Illegal logging atau pembalakan liar berkonstribusi 
terhadap deforestasi dan eksistensi pemanasan global, 
menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan 
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menronrong aturan hukum.Kegiatan-kegiatan ilegal merusak 
pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan penghindaran 
pajak dan mengurangi pendapatan Negara-negara produsen, 
lebih lanjut membatasi sumber daya negara-negara produsen 
dapat berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan. 
Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat illegal 
logging (pembakaln liar) bagi lingkungan dan hutan adalah:43 
a. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan. 
Pohon-pohon di hutan biasanya menjadi penyerap air 
untuk menyediakan sumber mata air untuk keprntingan 
masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak 
liar. Hal ini mengakibatkan masyrakat  di daerah sekitar 
hutan kekurangan air bersih. 
b. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur 
Lapisan tanah yang subur terbawa arus 
banjir.Akibatnya tanah yang susbur semakin berkurang.Jadi 
secara tidak langsung Illegal logging (pembalakan liar) juga 
menyebabkan hilangnaya lapisan tanah yang subur didaerah 
pegunungan dan daerah sekitar hutan. 
c. Musnahnaya berbagai fauna dan flora, erosi 
Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga 
kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya 
                                                          
43 Wahyu Catur Adinugroho, 2009. Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana 
bagi dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung Terselesaikan.IPB Bogor. Hal 14-15 
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pendapatan negara dan daerah dari sekitar kehutanan, 
kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan 
kayu temuan oleh pihak terkait.Semakin langkanya orang 
utan juga merupakan dampak dari adanya Illegal Logging 
yang semakin marak.Krisis ekonomi tergabung dengan 
bencana-bencana alam dalam illegal logging oleh manusia 
membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut 
taksiran para ahli, orang utan liar bias punah dalam jangka 
waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya 
masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah menjadi 
korban illegal logging. 
d. Sulitnya lapangan kerja 
Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, 
menjadikan hutan sebagai lahan atau tempat tumpuan untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara 
memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, 
meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuaidengan 
kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. 
 
Sehubungan dengan hal diatas, pembalakan liar dinilai 
sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan 
hidup, apalagi generasi mendatang.Selain mengakibatkan banjir 
dan longsor, pengundulan hutan juga memusnahkan berbagai 
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plasma nutfah yang tak ternilai keberadaannya.Oleh karena itu 
pembalakan liar sudah di anggap mencapai tingkat yang 
membahayakan sehingga perlu dicari upaya pencegahannya. 
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak 
begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan dilakukan karena 
apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya 
pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan 
kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang 
dalam memberikan putusan.Sifat arif, bijaksana, serta adail harus 
dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih 
cukup dipercaya oleh sebagian masyrakat yang diharapkan mampu 
mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam 
Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan: 
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
di siding yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan 
terdakwa”. Hal ini di jelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
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benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 
Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang 
menyatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan 
yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim 
haruslah menguasai atau mengenal aspek teooritik dan prakrtik, 
dan pandangan doktrin,yurisprudensi dan kasus posisi yang 
sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan 
pendiriannya.44 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 
(pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan 
Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. 
Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib 
mempertimbangkan hal-hal berikut:45 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana 
3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin pembuat tindak pidana 
5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak 
pidana 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 
                                                          
44 Lilik Mulyadi 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana , PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung. Hal 193-194 
45 Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika. Jakarta.Hal 91 
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8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan 
9. Pengurus tindak pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan 
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana 
Rusli Muhammad membagi pertimbangan hakim kedalam 2 
(dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan 
pertimbangan yang bersifat non-yuridis:46 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis  
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 
di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah 
ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hala-
hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah: Dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, 
barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum 
pidana, dan lain sebagainya. 
2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah 
pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta 
yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat 
dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan 
terdakwa, dan faktor agama terdakwa. 
                                                          
46 Rusli Muhammad, 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia PT. Raja Grafindo. 
Hal.145 
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Tugas hakim merupakan tugas yang cukup berat karena 
menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh 
kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam 
pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal. Maka dari 



















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian 
kegiatan penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian 
akan terjawab semua objek permasalahan yang diuraikan dalam 
rumusan masalah. Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi 
Penelitian dilaksanakan di tempat yang menjadi sumber data 
penulis, yang dilakukan dikabupaten Bone, khususnya di 
Pengadilan Watampone dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bone. 
Oleh karena penulis menganggap bahwa Kota Bone merupakan 
tempat memperoleh data dan informasi secara terperinci yang 
paling banyak berperan serta dalam melakukan suatu proses 
penanganan mengenai Tindak Pidana Kehutanan. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam proses 
penyusunan skripsi ini yaitu: 
1. Data Primer 
Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan para pakar, narasumber, ataupun pihak-
pihak terkait dengan penulisan proposal ini. 
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2. Data Sekunder 
Data yang tersedia pada tempat penelitian, seperti data 
arsip, data instansi serta data yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian penulis. 
Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui 
hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Watampone 
yang memutus perkara tersebut,. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berdasarkan, yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan ( Library Research ) 
Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan 
membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan dan dokumen-dokumen terkait dari instansi terkait 
untuk memperoleh data sekunder. 
2. Wawancara ( Interview ) 
Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, 
maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan 
mengajukan pertanyaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri 





D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif.Selanjutnya data tersebut 
dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam perkara Tindak Pidana 
Kehutanan putusan nomor 27/pid.b/2013/PN.WTP  
1. Posisi Kasus 
Tindak Pidana Kehutanan terjadi di Kawasan Hutan Produksi 
terbatas Ongko Palakka tepatnya di Desa Lampoko Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone dengan posisi kasus sebagai berikut: 
Terjadi  pada hari Selasa Tanggal 3 juli 2012 sekitar pukul 09.00 
Wita setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 
bertempat dikawasan Hutan Produksi terbatas Ongko Palakka 
tepatnya di Desa Lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
Terdakwa NURUNG BIN NASE berumur 46 tahun warga Keling 
Kecamatan Ajangpulu Kabupaten Bone yang berprofesi sebagai 
Tukang Chain Saw, menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat 
yang berwenang. 
Awal kejadian ketika Sultan, S.pd Bin taliob datang ke rumah 
Hj.Mega menanyakan apakah ada kayu mau ditebang namun 
Hj.Mega mengatakan jika ada kayu yang mau ditebang. 
Selanjutnya Sultan S.pd bin Taliob kemudian menanyakan apakah 
ada kayu tabo dan pada saat itu Hj.Mega mengatakan jika ada 
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kayu tabo yang dimaksud. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 
Juli 2012 sekitar jam 15.00 Wita Sultan, S.pd bin Taliob bertempat 
dirumah saksi Hj.Mega, Sultan membeli pohon kayu tersebut 
dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Sultan 
menyuruh terdakwa Nurung Bin Nase untuk menebang pohon kayu 
tersebut , dan diupah sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh 
ribu rupiah) perkubik, pada saat pohon kayu tabo tersebut ditebang 
oleh terdakwa Nurung Bin Nase dengan menggunakan mesin shain 
saw dan Sultan S,pd bin Taliob melihat langsung. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun dakwaan penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam 
surat dakwaan Nomor : Reg.Perk.PDM-07/W.PONE/Euh.2/01/2013 
tertanggal 13 januari sebagai berikut : 
Bahwa ia terdakwa NURUNG BIN NASE pada hari selasa 
Tanggal 3 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 bertempat di 
Kawasan Hutan Produksi Terbatas Ongko Palakka tepatnya Desa 
lampoko Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Watampone, Menebang Pohon atau 
Memanen atau Memungut hasil Hutan didalam Hutan Tanpa 
Memiliki Hak atau Izin Dari Pejabat Yang berwenang, perbuatan 
tersebut dilakukan terdakwa dengan cara serta rangkaian 
perbuatan sebagai berikut : 
1. Bahwa berawal ketika saksi Sultan S.pd bin Taliob (berkasnya 
diajukan terpisah) datang kerumah saksi Hj.Mega menanyakan 
Apakah ada kayu mau di tebang namun saksi Hj.Mega mengatakan 
jika tidak ada kayu yang mau di tebang. Selanjunya saksi Sultan 
S.pd bin Taliob (berkasnya di ajukan terpisah) kemudian 
menanyakan apakah ada kayu Tabo, dan pada saat itu saksi 
Hj.Mega mengatakan jika ada kayu Tabo yang dimasud. Kemudian 
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pada hari minggu tanggal 1 Juli 2012 sekitar jam 15.00 Wita saksi 
Sultan S.pd bin Taliob (berkasnya diajukan terpisah) bertempat 
dirumah saksi Hj.Mega, Terdakwa membeli Pohon kayu Tabo 
tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah). Setelah 
itu Sultan (  berkasnya di ajukan terpisah) menyuruh terdakwa 
Nurung Bin Nase untuk menebang pohon kayu Tabo tersebut, dan 
diupah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 
kubik, dan pada saat kayu Tabo tersebut di tebang oleh terdakwa 
Nurung Bin Nase dengan menggunakan mesin Shain saw dan 
saksi Sultan S.pd bin Taliob ( berkasnya di ajukan terpisah) melihat 
langsung. 
2. Bahwa terdakwa Nurung bin Nase menjelaskan jika saksi Sultan 
S.pd Bin Taliob (berkasnya diajukan tepisah) membeli pohon kayu 
Tabo tersebut dari saksi Hj.Mega untuk digunakan dalam 
pembangunan TK (taman kanak-kanak) di Bakke Desa 
Kajaolaliddong Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharuddin S.Hut bin Kula B 
di jelaskan dari hasil pengambilan titik koordinat serta posisi 
kawasan Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Desa Lampoko 
Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone tersebut, dan juga setelah 
dilakukan OverLay dengan peta Kawasan Hutan sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 434/Menhut-II/2009 
Tanggan 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Konservasi Perairan di Sulawesi Selatan di Peroleh hasil sebagai 
berikut: S.04 o 35 ‘ 16.8” dan E.120 o 13 ’47,4. Dengan dasar 
pengambilan titik koordinat tersebut didapatkan hasil posisi 
koordinat adalah lokasi penebangan pohon kayu Tabo yang 
dilakukan terdakwa Nurung bin Nase bersama saksi Sultan S.pd 
bin Taliob (berkasnya diajukan terpisah) tersebut diatas berada 
tepat didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Pada Kompleks 
Hutan Ongko Palakka Desa Lampoko Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone. 
4. Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 74 
Tahun 1999 Bahwa Tarif PSDH sebesar 10persen dari harga 
patokan dimana berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 Tentang 
Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH kayu Bukan 
kayu kelompok rimba campuran seharga Rp.360.000,- (tiga ratus 
enam puluh ribu rupiah) maka PSDH sebesar 10 persen dari harga 
Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp.360.000,- per 
meter kubik, sehingga kerugian negara dalam PSDH sebesar 
Rp.360.000.- x 4, 478 m2= Rp.161.222,4 (seratus enam puluh satu 
ribu dua ratus dua puluh dua koma empat rupiah). 
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor : 92 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 dana Reboisasi 
(DR) untuk jenis Kelompok Rimba campuran sebesar $ 12 x 4,4784 
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m3= $ 53,7408 ( lima puluh tiga koma tujuh empat nol delapan 
dollar). 
6. Bahwa untuk hasil hutan berupa Kayu dari dalam Kawasan Hutan 
berupa kayu harus terlebih dahulu memiliki izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu 
(IPK) dan atau selanjunya untuk pelaksanaan pengangkutan dari 
lokasi Izin Keluar menggunakan SKSKB namun stelah melunasi 
pembayaran PSDH dan DR sehingga stelah lunas maka hasil 
hutan tersebut merupakan Hak pribadi, sedangkan untuk 
pengangkutannya sudah menjadi hak pemilik kayu dengan 
menggunakan FAKO. 
7. Bahwa disamping kerugian negara dalam bentuk materi berupa 
PSDH dan DR tersebut maka perbutana tersebut juga 
menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar yang tidak bias di 
ukur dengan bentuk materi seperti perubahan iklim mikro secara 
khusus dilokasi penebangan dan iklim mikro secara umum yang 
diakibatkan oleh pengrusakan habitat yang ada dilokasi tersebut. 
Bahwa perbuatan terdakwa Nurung Bin Nase tersebut 
sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 ayat (3) 
huruf e Undang-Undang nomor 41 Tahun 199 9Tentang Kehutanan Jo 
Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 
kehutanan. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, 
dakwaan pertama terbukti, sehingga dakwan kedua tidak perlu di 
buktikan  
1. Menyatakan terdakwa Nurung bin Nase bersalah melakukan tinak 
pidana “ Memanen atau Memungut Hasil Hutan Menebang Pohon 
atau Memanen atau Memungut hasil Hutan didalam hutan tanpa 
memliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana 
diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf e Jo Pasal 78 ayat 5 Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (dalam 
dakwaan tunggal). 
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam 
tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda 
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair dua bulan 
kurungan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa  
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a. 45 (empat lima) batang kayu rimba campurano dan satu (satu) 
unit mesin Shain Saw merek Steel warna putih orange masing-
masing di rampas untuk negara. 
4. Menyatalkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Majelis hakim dalam putusannya telah mengadili terdakwa sebagai 
berikut: 
1.  Menyatakan terdakwa Nurung Bin Nase, telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Kehutana” 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima bulan) dan denda Rp.10.000.000,- 
(sepuh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 
5. Menyatakan barang berupa :  
a. 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran 
b. 1 (satu) unit mesin Shain Saw merek Steel warna putih orange. 
Masing-masing di rampas untuk negara. 
6. Memebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.000,- 
(dua ribu rupiah). 
Demikian diputus pada hari ini selasa pada Tanggal 16 April 2013 
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone, oleh kami H.A Cakra Alam, SH. MH., selaku Hakim 
Ketua Majelis, Bintang Al, SH.MH dan Adil Kasim SH., MH., masing 
masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Hendrik Mairuhu, 
S.sos selaku Panitera Pengganti serta di hadiri oelh Abdul Rahman 
Morra,SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 
Watampone,dan di hadiri oleh Terdakwa 
5. Analisis Penulis 
Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat formil 
dan materil surat dakwaan dan putusan,  karena didalam KUHAP 
telah di atur secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. 
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjadi syarat formil 
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dari surat dakwaan yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau 
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian 
secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebutakan waktu dan tempat tindak pidana 
itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut 
maka akan batal demi hukum. Jika dilihat dari surat dakwaan dengan 
Nomor Reg,Perkara: PDM-07/W.PONE/Euh.2/01/2013, maka syarat 
formil dan materil surat dakwaan tersubut sudah memenuhi ketentuan 
yang diatur dalam KUHAP. 
Sedangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan 
bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat: 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “ DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “, 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemerikasaan disidang yang menjalani dasar penentuan kesalahan 
terdakwa, 
e. Tuntutan pidana, sebagaiamana terdapat dalam surat tuntutan, 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memebratkan dan yang meringankan terdakwa, 
g. Hari dan tanggal di adakannya musyawarah majelis hakim kecuali 
perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan tekah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang 
bukti, 
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j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap 
palsu 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau 
dibebaskan, 
l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang 
memutuskan dan nama panitra 
Surat Putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.WTP secara ketentuan 
telah memenuhi syarat. 
 Selanjutnya penulis akan membahas mengenai rumusan masalah 
yang ada pada bab sebelumnya, yakni mengenai penerapan hukum 
pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Kehutanan dan 
pertimbangan hakim sesuai dengan putusan kasus ini. 
 Dalam kasus tindak pidana diatas terdapat 4 (empat) orang saksi 
yang disumpah yakni: 
1. Saksi Andi Abdul Razak bin Andi Maddusila 
2. Saksi Baharuddin, S.Hut Bin Kula  
3. Saksi Sultan, S.pd Bin Talib 
4. Saksi A. Mardianto, S.sos Bin Aras 
Tindak pidana dalam bidang kehutanan ini diatur dalam 
pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
kehutanan. 
59 
Bahwa  Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum adalah 
Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI Tahun 1999 
Tentang Kehutanan sebagai berikut  :  
Pasal 50 ayat (3) huruf e : 
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang adalah pejabat 
pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk memberikan izin. 
Pasal 78 ayat (5) 
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau 
huruf f, diancam dengan pidana penjara paling paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
Rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan 
unsur sebagai berikut : 
1. Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja 
pelaku sebagai subjek hukum yang dpata dipertanggung 
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jawabkan perbuatannya, subjek hukum ada dua yaitu badan 
hukum dan orang. Bahwa barang siapa dalam perkara ini 
adalah orang perorangan yaitu terdakwa Nurung bin Nase. 
Terdakwa sudah dewasa sehat jasmani dan rohani telah 
diperiksa identitasnya oleh majelis hakim dan dibenarkan 
oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan 
sesuai dengan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui 
perbuatannya dengan demikian unsur delik barang siapa 
telah terpenuhi. 
2. Unsur dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan 
Unsur dengan sengaja ini mempunyai maksud terdakwa 
mengetahui dan mengkhendaki. Berdasarkan “teori 
kesengajaan” ada tiga yakni sengaja sebagai niat atau 
maksud , sengaja sebagai kepastian dan sengaja insaf akan 
kemungkinan. Diperoleh fakta bahwa Terdakwa Nurung bin 
Nase telah sengaja melakukan “menebang pohon di dalam 
Hutan” dalam kawasan Hutan Produksi terbatas Ongko 
Palakka Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dengan 
menggunakan Mesin Chai Saw Steel yang berjenis kayu 
Tabo. Melihat lokasi kejadian yang berada dilokasi dan 
peralatan yang digunakan oleh terdakwa adalah peralatan 
modern yang disiapkan sebelum sebelum kejadian memang 
telah direncakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana 
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Kehutanan dikawasan Hutan produksi terbatas Ongko 
Palakka Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.Dengan 
demikian unsur delik ini telah terpenuhi. 
3. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang. 
a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan 
di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa 
Nurung bin Nase tidak memliki izin dari pihak yang 
berwenang yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 
434/Menhut-II/2009 Tanggan 23 Juli 2009 tentang 
Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di 
Sulawesi Selatan di Peroleh hasil sebagai berikut: S.04 o 
35 ‘ 16.8” dan E.120 o 13 ’47,4. Dengan dasar 
pengambilan titik koordinat tersebut didapatkan hasil 
posisi koordinat.izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan atau 
selanjunya untuk pelaksanaan pengangkutan dari lokasi 
Izin Keluar menggunakan SKSKB namun stelah melunasi 
pembayaran PSDH dan DR sehingga stelah lunas maka 
hasil hutan tersebut merupakan Hak pribadi, sedangkan 
untuk pengangkutannya sudah menjadi hak pemilik kayu 
dengan menggunakan FAKO, sehingga tidak boleh ada 
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kegiatan menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa izin dari 
pejabat berwenang. Dengan demikian unsur delik ini telah 
terpenuhi. 
4. Orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan. 
Terdakwa Nurung bin Nase dengan sengaja telah 
menebang pohon didalam Hutan Kawasan Hutan Produksi 
Ongko Palakka Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone 
dengan cara terdakwa menebang pohon kayu tabo 
menggunakan Mesin Chain Saw merek Steel warna putih 
orange. 
Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas sudah 
memenuhi unsur delik dan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan para tedakwa bersalah melakukan Tindak Pidana 
Menebang Pohon, Memungut atau memanen hasil hutan tanpa hak 
atau izin dari pihak berwenang sesuai dakwaan Jaksa Penunbtut 
umum : Kesatu Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) UU RI Nomor 
41 Tahun 1999 tentnag Kehutanan dengan melihat fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan yang ternyata tidak ditemukan adanya 
unsur pemaaf maupun alasan pembenar, dan mereka terdakwa 
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Adapun untuk sanksi pidana dalam kasus ini telah di atur dalam 
pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
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Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
Namun dalam putusan hakim hanya menjatuhkan pidana 
kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 
denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsaidir 1 
(satu) bulan kurungan, barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin 
Chain Saw merek Steel warna putih orange dan 45 (empat puluh 
lima) batang kayu rimba campuran, dirampas untuk dimusnahkan 
serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara 
Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 
B. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana 
kehutanan dalam Putusan Nomor 27/Pid.B/PN.Watampone 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman 
pada putusan Nomor 27/Pid.B/2013/PN.WTP, berdasarkan 
beberapa pertimbangan sebagai berikut : 
1. Menimbang, bahwa penuntut umum menyusun dakwaan 
tunggal, yaitu pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
a. Barang siapa : 
b. Memanen atau Memungut Hasil Hutan Menebang atau 
Memanen atau Memungut hasil Hutan di dalam Hutan 
tanpa memiliki Hak atau Izin dari pejabat yang 
Berwenang. 
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Ad.1.Unsur barang Siapa: 
Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa” adalah 
setiap subjek hukum atau setiap orang atau siapa saja 
sebagai pendukung pendukung hak dan kewajiban yang 
diajukan kepersidangan karena suatu tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini yang diajukan 
kepersidangan adalah terdakwa Nurung Bin Nase mampu 
bertanggung jawab yang identitasnya telah tercantum dalam 
surat dakwaan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi 
maupun saksi ahli. Dengan demikian unsur “ barang siapa” 
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
Ad.2. Unsur Memanen atau Memungut Hasil Hutan Menebang atau 
Memanen atau Memungut hasil hutan didalam Hutan tanpa 
memiliki hak atau Izin dari pejabat yang berwenang :  
a. Bahwa terdakwa NURUNG BIN NASE pada hari selasa 
tanggal 3 Juli 2012 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat 
dikawsan Hutan Produksi terbatas Ongko Palakka 
tepatnya di Desa Lampoko Kecamatan Barebbo 
menebang atau memanen ayau memungut hasil hutan 
didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat 
yang berwenang. 
b. Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 01 Juli 2012 
sekitar jam 15.00 Wita saksi Sultan kerumah terdakwa 
NURUNG BIN NASE lalu saksi menyutuh terdakwa 
Nurung untuk menebang pohon jenis kayu Tabo yang 
berada dipinggir dalam di Desa Lampoko Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone. 
c. Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum menebang kayu 
Tabo tersebut, terdakwa dijanjikan upah oleh saksi 
Sultan,S.pd Bin Taliob untuk menenbang kayu Tabo 
sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) per kubik namun sampai sekarang terdakwa tidak 
diberikan upah oleh saksi Sultan, S.pd bin Talib. 
d. Bahwa terdakwa menjelaskan ketika menebang kayu 
Tabo yang berada di Desa Lampoko Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone terdakwa Nurung Bin Nase 
disuruh oleh saksi Sultan Bin Talib. 
e. Bahwa terdakwa menerangkan ukuran kayu tabo yang 
terdakwa Nurung Bin Nase di Desa Lampoko Kecamatan 
Barebbo Kabupaten Bone dan ketika terdakwa disuruh 
oleh saksi Sultan yakni sekitar 2 (dua) meter lingkaran 
kayu Tau tersebut. 
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f. Bahwa terdakwa menjelaskan jika tidak memiliki izin dari 
Dinas Kehutanan dan terdakwa hanya di suruh oleh saksi 
Sultan untuk menebang kayu Tabo di Desa Lampoko 
Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
g. Bahwa ahli menjelaskan jika hasil pengambilan titik 
koordinat serta posisi kawasan hutna produksi terbatas 
tepatnya di Desa Lampoko Kecamatan Barebbo 
Kabupaten Bone tersebut, dan juga setelah dilakukan 
overlay dengan peta kawasan hutan sesuai dengan 
keputusan menteri Kehutanan Nomor : 434/Menhut-
II/2009 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan 
kenservasi perairan Sulawesi Selatan di peroleh hasil 
sebagai berikiut : S.04 o 35 ‘ 16.8” dan E.120 o 13 ’47,4. 
Dengan dasar pengambilan titik koordinat tersebut 
didapatkan hasil posisi koordinat adalah lokasi 
penebangan pohon kayu Tabo yang dilakukan terdakwa 
Nurung bin Nase bersama saksi Sultan S.pd bin Taliob 
(berkasnya diajukan terpisah) tersebut diatas berada 
tepat didalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Pada 
Kompleks Hutan Ongko Palakka Desa Lampoko 
Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
h. Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor : 74 Tahun 1999 Bahwa Tarif PSDH sebesar 10 
persen dari harga patokan dimana berdasarkan 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 Tentang Penetapan 
Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH kayu Bukan 
kayu kelompok rimba campuran seharga Rp.360.000,- 
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) maka PSDH sebesar 
10 persen dari harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh 
ribu rupiah) = Rp.360.000,- per meter kubik, sehingga 
kerugian negara dalam PSDH sebesar Rp.360.000.- x 4, 
478 m2 = Rp.161.222,4 (seratus enam puluh satu ribu 
dua ratus dua puluh dua koma empat rupiah) 
i. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor : 92 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 
1999 dana Reboisasi (DR) untuk jenis Kelompok Rimba 
campuran sebesar $ 12 x 4,4784 m3 = $ 53,7408 ( lima 
puluh tiga koma tujuh empat nol delapan dollar). 
j. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini 
telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut 
diatas  seluruh unsur dakwaaan tunggal jaksa penuntut 
umum telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu terdakwa 
harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum 
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dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana “memanen 
atau memungut hasil hutan menebang pohon atau memanen 
atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak 
atau izin dari pejabat yang berwenang”. Sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-
Undnag Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 
78 ayat (5) Undang-Undnag Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan. 
3. Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah maka ia harus dijatuhi pidana, dan agar  pidana 
yang diajtuhkan nanti dapat setimpal dengan perbuatannya 
maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa : 
a. Hal-hal yang memberatkan 
 Perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan 
 Perbuatan terdakwa merugikan negara 
b. Hal-hal yang meringankan : 
 Terdakwa belum pernah dihukum 
 Terdakwa mengakui semua perbuatannya 
4. Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak 
lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sudah 
sepatutnya untuk di perintahkan dirampas untuk negara 
5. Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan 
bersalah maka sudah sepatutnya pula bila terdakwa dibebani 
untuk membayar biaya perkara 
6. Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan maka 
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan 
di nyatakan telah di pertimbangkan dan merupakan satu 
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. 
7. Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang 
bersangkutan, khususnya pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-
Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 
78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara 
ini. 
 
2. Analisis Penulis 
Dari uraian di atas mengenai alat bukti serta fakta-fakta 
dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan. 
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Setelah majelis hakim mendengarkan keterangan para 
saksi, keterangan terdakwa, melihat barang bukti dan 
memperoleh fakta hukum dalam persidangan. Sehingga majelis 
berkeyakinan bahwa benar bahwa perbuatan terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwaan kepadanya oleh penuntut umum. 
Berdasarkan keterangan para saksi, surat tuntutan penuntut 
umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan 
maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi 
criteria sebagai hukum yang mempunyai kemampuan 
bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan 
oleh terdakwa. 
Dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan suatu 
bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu 
memppertanggungjawab atas perbuatannya baik alas an 
pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan sifat 
melawan hukum dan perbuatannya yang dilarang. 
Alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapuskan 
kesalahan yang melakukan tindak pidana atas dasar beebrapa 
hal, pada faktanya tedakwa memenuhi kriteria sebagai yang 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mengingat 
terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak 
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dalam keadaan terpaksa melakukan perbuatan tersebut 
sehingga itu terdakwa tidak lepas dari segala tuntutan hukum. 
Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan 
putusan dilihat dari hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu 
perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan dan 
merugikan negara. Sedangkan hal-hal yang meringankan 
terdakwa yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum dan 
terdakwa mengakui semua kesalahannya. 
Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah sesuai 
dengan sanksi yang diatur dalam UU kehutanan yakni pidana 
penjara, denda dan pidana tambahan berupa perampasan 
barang bukti sehingga itu terdakwa dipidana penjara selama 5 
(lima bulan) dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) subsaidir 1 (satu) bulan kurungan dan barang bukti 
berupa 45 ( empat lima ) batang kayu rimba campuran dan 1 
(satu) unit mesin Shain Saw merek Steel warna putih orange. 
Setelah melihat alasan subjektifnya diatas maka hakim juga 
berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan terdakwa bukanlah 
semata-mata betujuan untuk pembalasan tetapi untuk 
merupakan usaha pembelajaran untuk masa depan terdakwa.  
Menurut analisis penulis, bahwa: 
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1. Penerapan hukum pidana, baik hukum pidana materil 
maupun hukum pidana formil terhadap perkara tindak 
pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 
27/PID.B/2013/PN.WTP yang telah diterapkan dalam 
putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh 
unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. 
Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan, dan telah memenuhi syarat-syarat 
putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 
27/PID.B/2013/PN.WTP kepada terdakwa adalah dengan 
pertimbangan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut 
umum yakni: keterangan saksi-saksi serta keterangan 
terdakwa dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan dan unsur-
unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal yang 
dikenakan kepada terdakwa. Selain majelis hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. Namun dalam hal sanksi pidana 
yang dijatuhkan oleh hakim yang hanya menjatuhkan 
hukuman penjara selama 5 (lima bulan) dan denda 
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsaidir 
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1 (satu) bulan kurungan sangat rendah dibandingkan 
dengan ancaman pidananya adalah pidana penjara 
maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 
5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah) dan akibat yang 
ditimbulkan oleh perbutan terdakwa yang dapat 




















A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian hasil pembahasan sebelumnya, maka 
penulis menarik kesimpulan, bahwa: 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 
Kehutanan yang dilakukan terdakwa Nurung bin Nase sudah 
tepat. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang 
didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Nomor: 
Reg.Perk.PDM-07/W.PONE/Euh.2/01/2013, yaitu melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan 
menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di 
dalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. 
2. Adapun pertimbangan hukum hakim juga sudah tepat. Secara 
yuridis terdakwa secara sengaja menebang pohon dan tidak 
dapat memperlihatkan bukti kepemilikan hak atau surat izin dari 
petugas yang berwenang diwilayah kawasan Hutan Produksi 
Terbatas Ongko Palakka Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. 
Dalam kasus ini hendaknya hakim dapat lenbih 
mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan oleh negara 
adalah 45 macam batang kayu rimba campuran dan efeknya 
terhadap masyarakat sehingga rasa keadilan baik bagi 
terdakwa dan negara dapat terwujud. 
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B. Saran  
Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis 
menyampaikan beberapa saran sebagai  berikut : 
1. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dibidang kehutanan agar ditinjau kembali melihat aturan yang 
ada tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. 
2. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas 
tindak pidana kehutanan dengan cara memaksimalkan 
pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan 
pemanfaatna hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan 
mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan 
3. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperketat prizinan 
pengolahan kayu hutan agar kerusakan hutan dapat dicegah  
untuk menjaga kelestarian hutan dimasa yang akan datang. 
4. Diharapakan lebih mensosialisasiakn kepada masyarakat 
tentang jenis hutan, bagaimana cara pengelolaan hutan dengan 
benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan. 
5. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya dapat lebih bijak 
menghadapi kasus-kasus ringan dan lebih mempertimbangkan 
aspek sosiologis masyarakat. Penulis berharap penegak hukum 
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